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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis berkaitan dengan judul Kajian 

Terhadap Peranan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul dalam 

Implementasi Perluasan Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Cacat, 

sebagaimana yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, maka terdapat 

beberapa kesimpulan yang dapat ditarik, antara lain sebagai berikut: 

1. Faktor-faktor yang menjadi hambatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di 

Kabupaten Bantul dalam pelaksanaan progam perluasan tenaga kerja dan 

pemberdayaan tenaga kerja penyandang cacat, untuk ditempatkan dalam sektor 

formal maupun non formal diantaranya: 

a. Faktor dalam diri penyandang cacat 

b. Keterbatasan lapangan pekerjaan 

c. Kurang pedulinya pihak perusahaan dalam kewajiban mempekerjakan 

penyandang cacat. 

d. Tidak tersedianya anggaran dana rutin 

e. Kurang terpadunya hubungan antar instansi 

f. Tidak adanya kepastian dalam pelaksanaan kewenangan pengawas dan 

pemberian sanksi. 

 

 



 

 

2. Upaya-upaya pemerintah Kabupaten Bantul dalam meningkatkan program 

pelatihan kerja dan pemberdayaan penyandang cacat diantaranya meliputi : 

a. Melakukan Sosialisasi UU No 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dan 

PP No.43 tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial 

(UPKS) bagi Penyandang Cacat. 

b. Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang sudah ada dalam progam 

pelatihan kerja dan pemberdayaan penyandang cacat. 

c. Meningkatkan kerja sama secara terpadu dengan Instansi lain yang bergerak 

dibidang sosial. 

d. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul lebih bersikap 

proaktif dalam mencari tenaga kerja penyandang cacat. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka ada beberapa saran yang bisa disampaikan 

antara lain: 

1. Guna menguatkan pelaksanaan kesamaan kesempatan hak penyandang cacat, 

maka perlu adanya peraturan daerah yang mengatur penyandang cacat secara 

khusus, agar dapat memanyungi Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 tentang 

Penyandang Cacat dan PP No.43 tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan 

Kesejahteraan Sosial UPKS) bagi Penyandang Cacat. Sementara dalam 

pengaturan tentang kewenangan dan kewajiban masing-masing pihak harap 

diperjelas lagi, dari pelaksanaan sampai dengan pengawasannya. Disamping 

hal itu, pengaturan mengenai pemberian sanksi agar lebih di realisasikan, 

 

 



 

 

karena sampai saat ini tidak ada suatu badan hukum/intansi yang berkewajiban 

melaksanakan pemenuhan hak-hak penyandang cacat tidak mendapatkan 

sanksi yang tegas, meskipun dalam pengaturannya jelas adanya sanksi, 

sehingga nantinya kesamaan kesempatan penyandang cacat dalam memperoleh 

hak-haknya dapat terlaksana dengan maksimal, terlebih dalam kesamaan di 

bidang ketenagakerjaan. 

2. Dalam sosialisasi yang rutin dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kabupaten Bantul, agar dihimbau bagi instansi pemerintahan 

maupun swasta untuk dapat menghapuskan syarat-syarat penerimaan pegawai, 

pekerja, peserta didik, promosi jabatan yang mengakibatkan diskriminasi 

terhadap penyandang cacat. 

3. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul dalam program 

pelatihan dan pemberdayaan tenaga kerja penyandang cacat perlu lebih 

ditingkatkan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, sehingga pada program 

pemerataan kesempatan bekerja bagi tenaga kerja penyandang cacat yang 

jumlahnya cukup signifikan dapat terentaskan. Sementara dalam menjalin 

kerjasama dengan lembaga pelatihan kerja lain, perlu lebih diperbanyak 

terutama pada perusahaan-perusahaan negara dan swasta, agar dalam 

pelaksanaan progam pelatihan kerjanya, dapat lebih difokuskan pada tenaga 

kerja penyandang cacat yang dibutuhkan oleh perusahaan. 
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